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ABSTRAK 

 

Sejak terjadinya perjanjian gadai antara pemberi gadai dan penerima 

gadai, maka sejak saat itulah timbul hak dan kewajiban para pihak. Kewajiban 

pemberi gadai adalah membayar pokok pinjaman dan bunga sesuai dengan yang 

ditentukan oleh penerima gadai. Di dalam surat bukti kredit (SBK) telah 

ditentukan tanggal mulainya kredit dan tanggal jatuh temponya atau tanggal 

pengembalian kredit. Pegadaian bertugas memberi kredit secara hukum gadai di 

mana masyarakat yang membutuhkan dana pinjaman diwajibkan menyerahkan 

harta gerak kepada kantor cabang pegadaian disertai pemberian hak untuk 

melakukan penjualan lelang bila setelah waktu perjanjian kredit habis, nasabah 

tidak menebus barang tersebut. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), yakni 

penyusun melakukan penelitian lapangan langsung secara intensif, terinci dan 

mendalam pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ngupasan Kota Yogyakarta. 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif kualitatif yaitu menganalisis dengan mengambil data yang 

menggambarkan dalam susunan kalimat baik berupa kutipan-kutipan dari buku, 

pemikiran dengan menarik kesimpulan. 

Berdasarkan hasil penelitian yang penyusun lakukan, dapat disimpulkan 

bahwa, apablia nasabah tidak melunasi hutangnya pada saat jatuh tempo dan tidak 

melakukan perpanjangan, maka barang jaminannya dilelang oleh PT. Pegadaian 

(Persero) dan hasil pelelangan digunakan untuk melunasi seluruh kewajiban 

nasabah yang terdiri dari pokok pinjaman, bunga serta biaya lelang. Prosedur 

pelaksanaan lelang barang jaminan yaitu a) Pemberitahuan Lelang, b) Persiapan 

Lelang, dan c) Pelaksanaan Lelang. Pelaksanaan lelang jaminan gadai di PT. 

Pegadaian (Persero) Cabang Ngupasan Kota Yogyakarta sudah sesuai dengan 

peraturan yang berlaku yaitu KUHPerdata Pasal 1155 dan Keputusan Direksi 

Perum Pagadaian Nomor: 0pp.2/67/5/1998 tentang Pedoman Operasional Kantor 

Cabang Perum Pegadaian. PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ngupasan melakukan 

pelelangan terhadap barang jaminan sesuai dengan kebiasaan-kebiasaannya tanpa 

melalui Kantor Lelang Negara. Sehingga penjualan melalui lelang yang dilakukan 

oleh PT. Pegadaian (Persero) cabang Ngupasan sudah sesuai dengan ketentuan 

Pasal 1155 KUHPerdata dan sudah dibenarkan oleh undang-undang. 

 

 

 

Kata Kunci: Gadai, Jaminan, Lelang 
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MOTTO 

 

 

“Nothing is impossible. 

Anything can happen as long as we 

believe” 

 

(Tidak Ada yang Mustahil. Semua 

bisa terjadi asalkan kita yakin) 

 

 

 

Siapa yang bersungguh-sungguh 

pasti berhasil. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

       Dalam kegiatan sehari-hari, uang selalu saja dibutuhkan untuk 

membeli atau membayar berbagai keperluan. Dan yang menjadi masalah 

terkadang kebutuhan yang ingin dibeli tidak dapat dicukupi dengan uang 

yang dimilikinya. Kalau sudah demikian maka harus mengurangi 

pengeluaran untuk membeli berbagai keperluan yang dianggap tidak 

penting, namun untuk keperluan yang sangat penting terpaksa harus 

dipenuhi dengan berbagai cara seperti meminjam dari berbagai sumber 

dana yang ada. Jika kebutuhan dana jumlahnya besar, maka dalam jangka 

pendek sulit untuk dipenuhi, apalagi jika harus dipenuhi lewat lembaga 

perbankan. Namun jika dana yang dibutuhkan relative kecil tidak jadi 

masalah, karena banyak tersedia sumber dana yang murah dan cepat, mulai 

dari pinjaman ke tetangga, tukang ijon sampai ke pinjaman dari lembaga 

keuangan lainnya.
1
 

 Untuk mengatasi kesulitan ekonomi dimana kebutuhan dana dapat 

dipenuhi tanpa kehilangan barang-barang berharga, maka masyarakat umum 

dapat menjaminkan barang-barangnya ke lembaga tertentu. Barang yang 

dijaminkan tersebut pada waktu tertentu dapat ditebus kembali setelah 

masyarakat melunasi pinjamannya. Kegiatan  menjaminkan barang-barang 

berharga untuk memperoleh sejumlah uang dan dapat ditebus kembali 

                                                           
1
 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan lainnya, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2007), hlm. 245. 



2 

 

 

 

setelah jangka waktu tertentu disebut dengan nama usaha gadai. Secara 

umum pengertian gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang 

berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang, dimana 

barang yang dijamnikan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian 

antara nasabah dengan lembaga gadai.
2
  

PT Pegadaian (Persero) adalah suatu lembaga pemerintahan satu-

satunya yang memberikan jasa penyaluran uang kepada masyarakat atas 

dasar hukum gadai dengan jaminan barang bergerak.
3
 Lembaga ini 

dimaksudkan untuk memberikan pinjam-pinjaman kepada perseorangan. 

Sejarah lembaga ini sudah cukup lama sejak zaman kolonial. Ia sangat 

dibutuhkan oleh rakyat kecil. Kredit atau pinjaman yang diberikan 

didasarkan pada nilai barang jaminan yang diserahkan. Tujuan lembaga ini 

adalah mencegah rakyat kecil yang membutuhkan pinjaman agar tidak 

jatuh ke tangan para pelepas uang yang dalam pemberian pinjaman 

mengenakan bunga sangat tinggi dan berlipat ganda. Peranannya tetap 

penting di masa depan terutama sebagai akibat kebutuhan ekonomis dan 

finansial dalam masyarakat, yang mendesak akan uang tunai dari golongan 

berpenghasilan rendah dengan tata cara pemberian pinjaman yang 

                                                           
2
 Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan, Edisi 2, Cetakan 2, (Jakarta: Lembaga 

Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2001), hlm. 246. 

3
 Syarif Arbi, Lembaga: Perbankan, Keuangan dan Pembiayaan, (Yogyakarta: BPFE, 

2013), hlm. 26. 
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sederhana. Walaupun tingkat bungan cukup tinggi, namun masih lebih 

rendah dari pada tingkat suku bunga para pelepas uang setempat.
4
 

Sampai dengan saat ini kantor cabang pegadaian konvensional 

maupun syari’ah di wilayah Yogyakarta berjumlah 40 oultet.  Dari 

beberapa cabang kantor PT. Pegadaian (Persero) yang berada di kota 

Yogyakarata, dalam kontek ini peneliti hanya melakukan penelitian secara 

spesifik di Kantor Cabang PT. Pegadaian Cabang Ngupasan, yang terletak 

di Jalan Gadean No. 3 Ngupasan DIY. PT. Pegadaian (Persero) Cabang 

Ngupasan Kota Yogyakarta merupakan lembaga keuangan (milik negara) 

yang diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan usaha 

menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai dalam rangka 

membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah. Di samping itu, 

keberadaan PT Pegadaian (Persero) Cabang Ngupasan juga turut 

mencegah atau menghindarkan masyarakat dari ijon, pegadaian gelap, 

praktik riba dan pinjaman tidak wajar lainnya.  Pegadaian bertugas 

memberi kredit secara hukum gadai di mana masyarakat yang 

membutuhkan dana pinjaman diwajibkan menyerahkan harta gerak kepada 

kantor cabang pegadaian disertai pemberian hak untuk melakukan 

penjualan lelang bila setelah waktu perjanjian kredit habis, nasabah tidak 

menebus barang tersebut.
5
 

                                                           
4
 Faried Wijaya dan Soetatwo Hadiwigeno, Lembaga-lembaga Keuangan dan Bank, 

Perkembangan, Teori dan Kebijakan, (Yogyakarta: BPFE, 1999), hlm. 372. 

5
 Ibid, hlm. 373. 
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Sejak terjadinya perjanjian gadai antara pemberi gadai dan 

penerima gadai, maka sejak saat itulah timbul hak dan kewajiban para 

pihak, maka sejak saat itulah timbul hak dan kewajiban para pihak. 

Kewajiban pemberi gadai adalah membayar pokok pinjaman dan bunga 

sesuai dengan yang ditentukan oleh penerima gadai. Di dalam surat bukti 

kredit (SBK) telah ditentukan tanggal mulainya kredit dan tanggal jatuh 

temponya atau tanggal pengembalian kredit. Di samping itu, di dalam 

surat bukti kredit telah ditentukan syarat, yaitu:  

“ Jika sampai dengan tanggal jatuh tempo pinjaman tidak dilunasi atau 

diperpanjang, maka barang jaminan akan dilelang pada tanggal yang 

sudah ditentukan.”
6
  

 

Apabila nasabah tidak melunasi atau memperpanjangan barang 

gadai, maka PT. Pegadaian (Persero) cabang Ngupasan melakukan 

pelelangan terhadap barang jaminan nasabah yang wanprestasi. 

Pelaksanaan lelang harus dipilih waktu yang baik, agar tidak mengurangi 

hak nasabah. Hasil pelelangan digunakan untuk melunasi seluruh 

kewajiban nasabah yang terdiri dari pokok pinjaman, bunga serta biaya 

lelang. Pelaksanaan lelang barang jaminan di PT. Pegadaian (Persero) 

Cabang Ngupasan Kota Yogyakarta dilaksanakan setiap bulan. 

Pelaksanaan lelang tersebut dikarenakan banyak nasabah yang wanprestasi 

atau tidak memperpanjang pinjaman.
7
 Ada beberapa tahapan dalam 

                                                           
6
Salim, H.S, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2006), hlm 51-52. 

7
 Wawancara dengan Bapak Nirawan Hadi, Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) 

Cabang  Ngupasan, Ngupasan, Yogyakarta, tanggal 5 Oktober 2017 Pukul 09.30.  
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pelelangan, yaitu a) pengumuman lelang, b) persiapan lelang dan c) 

pelaksanaan lelang. Berdasarkan data daftar kredit bermasalah barang 

lelang di PT. Pegadaian cabang Ngupasan pada tahun 2017, banyak 

nasabah yang tidak melunasi atau memperpanjangan barang jaminan 

sebanyak 191 nasabah. Banyaknya jumlah barang jaminan yang 

bermasalah mengakibatkan PT. Pegadaian melakukan pelelang setiap 

bulannya, lelang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dalam sebulan. 

Pelelangan tersebut dilakukan untuk mencegah timbulnya kerugian yang 

dialami oleh PT. Pegadaian (Persero) cabang Ngupasan.  

Sebelum melakukan pelelangan, PT. Pegadaian harus 

mengumumkan tanggal pelaksanaan lelang kepada nasabah dan 

masyarakat umum. Setelah pengumuman lelang, dibentuk team pelaksana 

lelang untuk melaksanakan lelang dan memeriksa kembali barang jaminan 

sesuai dengan Surat Bukti Kredit. Barang jaminan yang dilelang terlebih 

dahulu harus di taksir ulang oleh penaksir, untuk menentukan harga lelang. 

Setelah lelang, team pelaksana lelang wajib membuat Berita Acara Lelang 

sebagai bukti outentik telah dilaksankannya pelelangan. 

Dalam prakteknya, tidak jarang terjadi ketidaksesuaian prosedur 

pelaksanaan lelang di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ngupasan seperti 

terbatasnya sarana pengumumanan lelang kepada masyarakat umum serta 

penaksiran ulang terhadap harga barang jaminan yang lebih murah     

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan di atas, maka penulis 

bermaksud membahas permasalahan ini dalam sebuah skripsi yang 
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berjudul: “Proses Lelang Jaminan Gadai di PT. Pegadaian (Persero)  

Cabang Ngupasan Kota Yogyakarta”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, secara khusus 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pelaksanaan lelang jaminan gadai di PT. Pegadaian 

(Persero) Cabang Ngupasan Kota Yogyakarta? 

2. Apakah pelaksanaan lelang jaminan gadai di PT. Pegadaian (Persero) 

Cabang Ngupasan Kota Yogyakarta sudah sesuai dengan aturan Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah tersebut 

diatas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut: 

a. Mengetahui pelaksanaan lelang jaminan gadai dari Perum 

Pegadaian Cabang Ngupasan Kota Yogyakarta. 

b. Mendeskripsikan kesesuaian pelaksanaan lelang jaminan gadai di 

PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ngupasan Kota Yogyakarta 

berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Perdata. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah 

referensi dibidang karya ilmiah yang dapat mengembangkan ilmu 
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hukum, dan sekaligus dapat membantu memberikan masukan 

kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait 

dengan permasalahan dalam penelitian ini. 

b. Manfaat Praktis 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan 

sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan 

langsung dengan penelitian ini dan dapat menambah wawasan bagi 

semua orang dalam bidang hukum perdata khususnya mengenai 

proses lelang jaminan gadai di PT. Pegadaian (Persero).  

D. Telaah Pustaka  

Untuk menghindari persamaan ataupun plagiasi, maka penyusun 

melakukan penelusuran terhadap beberapa karya ilmiah yang berkaitan 

dengan penelitian ini. Berikut beberapa karya ilmiah berkaitan dengan 

tema penelitian yang diambil oleh penyusun, yakni: 

Skripsi yang ditulis oleh Susanti, yang berjudul “Konsep Harga 

Lelang Barang Jaminan Gadai Dalam Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada 

Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang)”, membahas 

mengenai konsep harga lelang di Pegadaian Syariah Cabang Simpang 

Patal Palembang yang telah menerapkan mekanisme penetapan harga 

lelang barang jaminan sudah sesuai menggunakan prinsip syariah. Karena 

pegadaian syariah dalam menetapkan harga terlebih dahulu melihat harga 

dasar lelang emas yaitu melakukan survey ke pasar setempat dan pasar 

pusat, melakukan penaksiran ulang dan mengupayakan penjualan lelang 
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yang setinggi. Berbeda dengan skripsi yang akan disusun, lebih 

menekankan tentang proses pelaksanaan lelang dalam jaminan gadai, 

khususnya di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ngupasan Kota 

Yogyakarta.
8
   

Skripsi Zainul Ahmad Badarudin yang berjudul “Tinjauan Hukum 

Islam Terhadap Jual Beli Barang Jaminan dengan Sistem Lelang dalam 

Hukum Positif” membahas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap 

mekanisme lelang barang jaminan yang mengacu pada hukum positif. 

Mekanisme lelang dalam pelaksanaan lelang jaminan di pegadaian 

konvensional ditinjau dari segi akad, barang dan harga, biaya lelang, 

pembayaran dan penyerahan barang adalah tidak bertentangan dengan 

syariat Islam. Jual beli lelang tersebut termasuk jual beli sah (sahih) karena 

telah menurut ketentuan syara’ baik rukun maupun syarat-syaratnya. 

Berbeda dengan skripsi yang akan disusun, lebih menekankan tentang 

tinjauan mekanisme pelaksanaan lelang barang jaminan di pegadaian yang 

konvensional, khususnya di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ngupasan 

Kota Yogyakarta.
9
  

Berikutnya, tesis Debby Ekowati yang berjudul “Tinjauan Yuridis 

terhadap Pelelangan Barang Jaminan dalam Praktik Utang Piutang pada 

                                                           
8
 Susanti, “Konsep Harga Lelang Barang Jaminan Gadai dalam Ekonomi Islam (Studi 

Kasus pada Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang)”, Skripsi, Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Fatah,  Palembang, 2015. 

9
 Zainul Ahmad Badarudin, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Barang Jaminan 

dengan Sistem Lelang dalam Hukum Positif”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas 

Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.   
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Perum Pegadaian (Suatu Studi Kasus di Perum Pegadaian Cabang Depok 

Semarang)” membahas mengenai terbatasnya publikasi pengumunan 

lelang sebagai suatu landasan yuridis dalam suatu eksekusi pada 

pelaksanaan lelang di Perum Pegadaian Cabang Depok Semarang. 

Publikasi pengumuman lelang yang terbatas tersebut dapat menjadi 

landasan yuridis  yang kuat dan sah, karena dalam SBK disebutkan tentang 

tanggal lelang jika debitur wanprestasi. Debitur yang telah menandatangi 

SBK dianggap telah setuju dan mendapat pemberitahuan lelang. Berbeda 

dengan skripsi yang akan disusun, yaitu mengenai proses pelaksanaan 

lelang jaminan gadai apabila debitur wanprestasi, khususnya di PT. 

Pegadaian (Persero) Cabang Ngupasan Kota Yogyakarta.
10

  

E. Kerangka Teoritik 

1. Perjanjian Utang Piutang 

Dalam Pasal 1313 KUHPerdata Indonesia menentukan eene 

overeenkomst is eene handeling waarbij een of meer personen zich jegens 

een of meer andere verbinden (suatu perjanjian adalah suatu perbuatan 

yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu 

orang atau lebih lainnya). Bab II Buku III KUPerdata Indonesia 

menyamakan kontrak dengan perjanjian. Hal tersebut secara jelas terlihat 

dalam judul Bab II Buku KUHPerdata, yakni Van verbintenissen die uit 

contract of overeenkomst (Perikatan yang lahir dari kontrak atau 
                                                           

10
 Debby Ekowati, “Tinjauan Yuridis terhadap Pelelangan Barang Jaminan dalam Praktik 

Utang Piutang pada Perum Pegadaian (Suatu Studi Kasus di Perum Pegadaian Cabang Depok 

Semarang)”, Tesis, Program Magister, Program Pascasarjana, Program Kenotariatan, Universitas 

Diponegoro, Semarang, 2002. 
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perjanjian).
11

 Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 

KUHPerdata yang menentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu :
12

 

a. Adanya Kesepakatan Kedua Belah Pihak 

Kesepakatan merupakan persesuaian pernyataan kehendak antara 

satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Kesepakatan ini diatur dalam 

Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata. Pada dasarnya, cara yang paling banyak 

dilakukan oleh para pihak yaitu dengan bahasa yang sempurna secara lisan 

dan secara tertulis.  

Sehubungan dengan hal tersebut, Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdata 

pada prinsipnya kekuatan mengikat perjanjian setelah tercapainya kata 

sepakat sangat kuat sekali, karena perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali 

secara sepihak, atau karena alasan-alasan yang diperbolehkan oleh 

undang-undang. Kata sepakat dalam suatu perjanjian merupakan suatu 

keadaan yang menunjukkan kehendak kedua belah pihak sama-sama tidak 

menolak apa yang diinginkan oleh masing-masing pihak. Dengan adanya 

kata sepakat maka perjanjian itu telah terjadi atau terwujud. Sejak saat itu 

pula perjanjian menjadi mengikat kedua belah pihak dan dapat 

dlaksanakan.
13

 

 

                                                           
11

 Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak Indonesia  dalam Perspektif Perbandingan 

(Bagian Pertama), (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), hlm. 58. 

12
 Salim, H.S, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2006), hlm 33-34. 

13
 Gatot Supramono, Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis, 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 166. 
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b. Kecakapan Untuk Melakukan Perbuatan Hukum 

Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-

orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan 

hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Orang yang 

cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang 

yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun 

dan atau sudah kawin. 

c. Adanya Objek Perjanjian (Onderwerp der Overeenskomst) 

Objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah 

apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur. 

Syarat ketiga mengenai sahnya perjanjian adalah hal tertentu. Di sini yang 

dimaksudkan bahwa objek perjanjian harus tertentu. Ketentuan Pasal 1333 

KUHPerdata memberi petunjuk, bahwa dalam perjanjian yang 

menyangkut tentang barang, paling sedikit ditentukan tentang jenisnya, 

sedangkan mengenai jumlahnya dapat ditentukan kemudian. 

Dari ketentuan tersebut juga menunjukkan bahwa dalam perjanjian 

harus jelas apa yang menjadi objeknya, dengan tujuan supaya perjanjian 

dapat dilaksanakan dengan baik. Suatu perjanjian yang tidak memenuhi 

syarat ini berakibat batal demi hukum. Oleh karena itu perjanjiannya 

dianggap tidak pernah ada (terjadi). 

d. Adanya Causa yang Halal (Goeoorloofde Oorzaak) 

Di dalam Pasal 1337 KUHPerdata hanya disebutkan causa yang 

terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan 
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undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Untuk mengetahu 

syarat sebab yang halal, adalah dengan melihat dasar timbulnya sebuah 

perjanjian. Bagaimana sebauh perjanjian dapat terjadi apa yang menjadi 

latar belakang sampai terjadinya perjanjian. Hal ini yang dimaksud oleh 

KUHPerdata, padahal yang sesungguhnya adalah persoalan itikad baik 

dalam membuat perjanjian. 

Semua perjanjian yang tidak memenuhi sebab yang halal akibatnya 

perjanjian batal demi hukum. Untuk dapat menyatakan demikian 

diperlukan formalitas tertentu, yaitu dengan putusan pengadilan. Hal ini 

menyangkut kepercayaan, karena perjanjian yang dinyatakan batal demi 

hukum oleh pengadilan berakibat semua orang menjadi percaya pada 

putusan tersebut. 

Perjanjian utang piutang uang termasuk dalam jenis perjanjian 

pinjam-meminjam, hal ini sebagaimana diatur dalam Bab Ketiga Belas 

Buku Ketiga KUHPerdata. Dalam Pasal 1754 KUHPerdata menyebutkan 

bahwa “pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang 

satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-

barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak 

yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari 

macam dan keadaan yang sama pula”. Objek perjanjian pinjam-

meminjam dalam Pasal 1754 KUHPerdata tersebut berupa barang-barang 

yang habis pakai karena pemakaian. Uang dapat merupakan objek 

perjanjian utang-piutang, karena termasuk barang yang habis karena 
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pemakaian. Uang yang fungsinya sebagai alat tukar, akan habis karena 

dipakai belanja.
14

 

Kemudian dalam perjanjian pinjam-meminjam tersebut, pihak 

yang meminjam akan mengembalikan barang-barang yang dipinjam dalam 

jumlah yang sama dan keadaan yang sama pula. Jika uang yang dipinjam, 

maka peminjam harus mengembalikan uang dengan nilai yang sama dan 

uangnya dapat dibelanjakan. Oleh karena itu, sangat jelas utang piutang 

termsuk perjanjian pinjam-meminjam. Kemudia lebih jelas lagi secara 

yuridis Pasal 1756 KUHPerdata mengatur tentang Bab Ketiga Belas 

KUHPerdata, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

peraturan perjanjian pinjam-meminjam. 

2. Gadai 

Istilah gadai berasal dari terjemahan dari kata pand (bahasa 

Belanda) atau pledge atau pawn (bahasa Inggris).
15

 Pengertian gadai 

tercantum dalam Pasal 1150 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa gadai 

adalah  

“Suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang 

diserahkan kepadanya oleh debitur atau oleh kuasanya, sebagai 

jaminan atas utangnya dan yang memberi wewenang kepada kreditur 

untuk mengambil pelunasan piutangnya dari barang itu dengan 

mendahului kreditur-kreditur lain; dengan pengecualian biaya 

penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai 

pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barag itu, yang 

                                                           
14

 Gatot Supramono, Perjanjian Utang Piutang, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), 

hlm. 9-10. 

15
 Salim, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2005), hlm. 33. 



14 

 

 

 

dikeluarkan setelah barang itu diserahkan sebagai gadai dan yang 

harus didahulukan”. 

 

Pengertian gadai yang tercantum dalam Pasal 1150 KUHPerdata 

ini sangat luas, tidak hanya mengatur tentang pembebanan jaminan atas 

barang bergerak, tetapi juga mengatur tentang kewenangan kreditur untuk 

mengambil pelunasannya dan mengatur eksekusi barang gadai, apabila 

debitur lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Sehingga pengertian dari 

gadai adalah suatu perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur, 

dimana debitur menyerahkan benda bergerak kepada kreditur, untuk 

menjamin pelunasan suatu hutang gadai, ketika debitur lalai melaksanakan 

prestasinya.
16

 Unsur-unsur yang tercantum dalam pengertian gadai adalah: 

1)  Adanya subjek gadai, yaitu kreditur (penerima gadai) dan debitur 

(pemberi gadai) 

2)  Adanya objek gadai, yaitu benda bergerak, baik yang berwujud 

maupun tidak berwujud; dan  

3)  Adanya kewenang kreditur.  

Objek gadai adalah benda bergerak. Benda bergerak ini dibagi 

menjadi dua macam, yaitu benda bergerak berwujud dan tidak berwujud. 

Benda bergerak berwujud adalah benda yang dapat berpindah atau 

dipindahkan. Yang termasuk dalam benda bergerak berwujud seperti 

emas, arloji, sepeda motor dan lain-lain. Benda bergerak yang tidak 

                                                           
16

 Ibid, hlm. 34. 
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berwujud seperti piutang atas bawah, piutang atas tunjuk, hak memungut 

hasil atas benda dan atas piutang. 

3. Jaminan 

Pada dasarnya istilah jaminan itu berasal dari kata, “jamin”  yang 

berarti “tanggung”, sehingga jaminan dapat berarti sebagai tanggungan.
17

 

Teori jaminan (lien theory) menyatakan bahwa titel kepemilikan alam 

suatu system jaminan utang tetap berada pada pihak debitor, mencakup 

juga kekuasaan untuk menguasai dan memungut hasil dari benda objek 

jaminan utang. Titel kepemilikan dari debitur atas benda objek jaminan 

utang tersebut baru berakhir setelah adanya wanprestasi terhadap utang 

yang dijamin dan dilakukan eksekusi yang sah sesuai hukum yang berlaku. 

Jadi, menurut teori jaminan benda ini objek jaminan utang dimaksudkan 

bukan untuk dinikmati hasilnya, melainkan hanya sebagai jaminan saja 

untuk berjaga-jaga apabila utang memang tidak terbayar nantinya. Ketika 

utang memang tidak terbayar, harga pembayarannya akan diambil dari 

hasil penjualan benda objek jaminan utang.
18

 

Semua barang-barang yang disediakan debitur untuk dijadikan 

jaminan tata caranya dengan mengadakan perjanjian jaminan. Keberadaan 

perjanjian jaminan letaknya berada di belakang perjanjian pokok yaitu 

perjanjian utang piutang. Perjanjian pokok harus ada terlebih dahulu baru 

ada perjanjian jaminan, karena perjanjian jaminan bersifat accessoir 

                                                           
17

Abdul R. Saliman,  Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus, (Jakarta: 

Kencana, 2011), hlm. 19. 

18
 Munir Fuady, Hukum Jaminan Utang, (Jakarta: Erlangga, 2013), hlm. 5. 
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menggantung kepada perjanjian utang piutang. Sifat accessoir tampak 

ketika perjanjian pokok selesai, maka berakibat perjanjian jaminan juga 

ikut selesai. Perjanjian jaminan tidak mungkin terus berdiri apabila 

perjanjian utang piutangnya sudah habis,karena perjanjian jaminan sudah 

tidak ada fungsinya. Sudah tidak ada lagi hutang yang dijamin lagi oleh 

debitur.
19

 

4. Wanprestasi 

Menurut Pasal 1234 KUHPerdata yang dimaksud dengan prestasi 

adalah seseorang yang menyatakan sesuatu, melakukan sesuatu, dan tidak 

melakukan sesuatu, sebaliknya diangap wanprestasi bila seseorang:
20

 

a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, 

b. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana 

dijanjikan. 

c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat. 

d. Melakukan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh dilakukannya. 

Akibat dari wanprestasi itu biasanya dapat dikenakan sanksi berupa 

ganti rugi, pembatalan kontrak, peralihan risiko, maupun membayar biaya 

perkara. 

 

 

                                                           
19

 Gatot Supramono, Perjanjian Utang Piutang, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), 

hlm. 62. 

20
 Abdul R. Saliman,  Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus, 

(Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 47-48. 
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F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan jenis penelitian 

lapangan (field research), yakni penyusun melakukan penelitian lapangan 

langsung secara intensif, terinci dan mendalam di PT. Pegadaian (Persero) 

Cabang Ngupasan Kota Yogyakarta. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik,
21

 yakni menggambarkan 

secara umum data-data yang ditemukan kemudian menganalisis 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan 

dengan teori-teori hukum, asas-asas hukum, konsep-konsep hukum dan 

hukum positif yang berlaku dan berkaitan dengan proses lelang jaminan 

gadai yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ngupasan 

Kota Yogyakarta. 

3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni dengan 

menggunakan pendekatan yuridis empiris. Yuridis empiris merupakan 

pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis sejauh mana suatu aturan 

hukum berlaku secara efektif.
22

 Dalam hal ini pendekatan yuridis 

digunakan untuk menganalisis beberapa peraturan perundang-undangan 

yang terkait dengan proses lelang jaminan gadai yang dilakukan oleh PT. 

                                                           
21

 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 13.  

22
 Suratman dan H. Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: Alfabeta, 2013), 

hlm. 106. 
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Pegadaian (Persero), sedangkan metode empiris digunakan untuk 

menganalisis kesesuaian antara peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dengan proses lelang jaminan gadai dilakukan oleh yang dilakukan 

oleh PT. Pegadaian (Persero) cabang Ngupasan Kota Yogyakarta. 

4. Sumber Data 

a. Sumber Data Primer 

Data primer atau dasar yang digunakan peneliti adalah 

wawancara kepada pimpinan kantor cabang PT. Pegadaian (Persero) 

Cabang Ngupasan Kota Yogyakarta dan pegawai lainnya. 

b. Sumber Data Sekunder 

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat 

memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat 

berupa perancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku 

teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran, pamflet, brosur dan lain-lain).
23

 

c. Sumber Data Tersier 

Data tersier adalah sumber data yang digunakan untuk 

mendukung sumber data primer dan sumber data sekunder yang erat 

kaitannya dengan penelitian, yakni berupa kamus, artikel, seminar dan 

website ataupun sumber lain yang relevan untuk penelitian ini. 

 

 

                                                           
23

 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, 

(Yogyakart: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 156. 
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5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Dalam hal ini penyusun akan melakukan wawancara dengan 

informan pimpinan kantor cabang dan beberapa pegawai PT. 

Pegadaian (Persero) Cabang Ngupasan Kota Yogyakarta. Wawancara 

yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan  beberapa 

pertanyaan, namun tidak menutup kemungkinan muncul pertanyaan 

baru yang ada kaitannya dengan permasalahan.  

b. Observasi 

Penyusun akan melakukan penelitian langsung ke PT. 

Pegadaian (Persero) Cabang Ngupasan Kota Yogyakarta dan 

melakukan pengamatan secara langsung terhadap pelaksanaan lelang 

jaminan gadai, kemudian pengamatan tersebut penyusun catat data-

data yang diperoleh.  

c. Dokumentasi 

Penyusun akan mengumpulkan data pada PT. Pegadaian 

(Persero) Cabang Ngupasan Kota Yogyakarta berupa dokumen, surat-

surat dan  bukti-bukti transaksi gadai. 

d. Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah deskriptif kualitatif yaitu menganalisis dengan mengambil data 

yang menggambarkan dalam susunan kalimat baik berupa kutipan-

kutipan dari buku, pemikiran dengan menarik kesimpulan. Metode ini 
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dimulai dengan cara mengumpulkan data dari PT. Pegadaian (Persero) 

Cabang Ngupasan Kota Yogyakarta, mencatat dan mengklarifikasi 

sifat dan objek yang diteliti dan kemudian digabungkan dengan teori 

pendukung yang diperoleh dari buku penunjang yang disusun oleh 

para ahli yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat 

dalam penelitian ini. 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dalam penulisan ini terdiri atas beberapa 

bab dan sub-sub bab, untuk mempermudah dalam pembahasan maka 

penyusun membuat sistematika pembahasan sebagai berikut: 

Bab Pertama, pendahuluan. Dalam bab ini penyusun akan 

menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan 

kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, 

dan sistematika pembahasan. 

Bab Kedua, tinjauan umum atas jaminan, gadai dan lelang. Pada 

bab ini dijelaskan mengenai tinjauan tentang jaminan, dalam hal ini 

membahas pengertian, sifat perjanjian jaminan, dan jenis jaminan. 

Tinjauan gadai, dalam hal ini membahas mengenai pengertian, dasar 

hukum gadai, subjek dan objek gadai, hak dan kewajiban antara pemberi 

gadai dan penerima gadai, prosedur menggadaikan barang dan pelunasan 

gadai di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ngupasan Kota Yogyakarta,  

jangka waktu gadai dan hapusnya gadai. Dan terakhir mengenai tinjauan 

lelang, membahas mengenai pengertian, dasar hukum pelelangan, jenis-
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jenis lelang, para pihak dalam pelelangan dan tata cara pelaksanaan lelang 

benda jaminan.   

Bab Ketiga, gambaran umum tentang PT. Pegadaian (Persero) 

Cabang Ngupasan Kota Yogyakarta, mulai dari sejarah berdirinya, visi dan 

misi, struktur organisasi, tugas dan fungsi. Dan terakhir membahas produk 

dan jasa yang ditawarkan.  

Bab Keempat, analisis hasil penelitian. Bab ini menguraikan hasil 

penelitian yaitu mengenai kebijakan pelaksanaan lelang jaminan gadai 

yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ngupasan Kota 

Yogyakarta . 

Bab Kelima, penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. 

Kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan saran yang terkait 

dengan pelaksanaan lelang jaminan gadai di PT. Pegadaian (Persero) 

Cabang Ngupasan Kota Yogyakarta. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Sesuai dengan permasalahan penelitian skripsi, maka peneliti dapat 

menarik kesimpulan mengenai pengetahuan terhadap pelaksanaan lelang 

jaminan gadai, sebagai berikut: 

1. Sejak terjadinya perjanjian gadai antara pemberi gadai dan penerima gadai, 

maka sejak saat itulah  timbul hak dan kewajiban para pihak. Kewajiban 

pemberi gadai adalah membayar pelunasan uang pinjaman ditambah sewa 

modal sebesar tarif sewa modal sesuai dengan yang ditentukan dalam 

perjanjian gadai. Di dalam Surat Bukti Kredit (SBK) telah ditentukan 

tanggal mulainya kredit dan tanggal jatuh temponya atau tanggal 

pengembalian kredit. Di dalam surat bukti kredit telah ditentukan syarat, 

bahwa: 

Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak dilakukan 

pelunasan, penundaan lelang, ulang gadai atau gadai otomatis, 

maka PT. Pegadaian (Persero) berhak melakukan penjualan barang 

jaminan melalui lelang. 

 

Berdasarkan hasil penelitian responden, sebelum melaksanakan 

pelelangan barang jaminan, pihak Pegadaian Kantor Pusat melakukan 

somasi kepada nasabah sebelum jatuh tempo yaitu 20 hari sebelum jatuh 

tempo. Somasi dilakukan dengan maksud untuk memberikan kesempatan 

kepada nasabah untuk melunasi uang pinjaman serta sewa modal. 
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Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo nasabah tidak melunasi 

uang pinjam serta sewa modalnya maka barang jaminan milik nasabah  

dilelang pada tanggal yang ditetapkan. Dalam surat bukti kredit (SBK) 

telah diatur tentang berakhirnya gadai. Salah satu adalah jika jangka waktu 

gadai telah berakhir. Jangka waktu gadai itu adalah minimal 15 hari dan 

maksimal 120 hari. Prosedur pelaksanaan lelang diatur dalam Keputusan 

Direksi Perum Pagadaian Nomor: 0pp.2/67/5/1998 tentang Pedoman 

Operasional Kantor Cabang Perum Pegadaian. Pelaksanaan lelang barang 

jaminan meliputi: a) Pemberitahuan Lelang, b) Persiapan Lelang, dan c) 

Pelaksanaan Lelang. 

2. Pelaksanaan lelang jaminan gadai di PT. Pegadaian (Persero) Cabang 

Ngupasan Kota Yogyakarta sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku 

yaitu KUHPerdata Pasal 1155 dan Keputusan Direksi Perum Pagadaian 

Nomor: 0pp.2/67/5/1998 tentang Pedoman Operasional Kantor Cabang 

Perum Pegadaian. Pelaksanaan eksekusi barang jaminan tersebut juga 

diatur dalam ketentuan Pasal 1155 KUHPerdata, bahwa: 

Apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain, maka si piutang 

adalah berhak jika si berutang atau si pemberi gadai bercedera janji, 

setelah tenggang waktu yang ditentukan yang ditentukan lampau, atau 

jika tidak telah ditentukan suatu tenggang waktu, setelah dilakukan 

suatu peringatan untuk membayar, menyuruh menjual barang 

gadainya di muka umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat serta 

atas syarat-syarat yang lazim berlaku, dengan maksud mengambil 

pelunasan jumlah piutangnya beserta bunga dan biaya dari pendapatan 

penjualan tersebut. 

 

Dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa pihak debitur dapat 

menjual barang jaminan di muka umum menurut kebiasaan-kebiasaan 
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setempat serta syarat-syarat yang lazim berlaku. Sehingga pegadaian 

diperbolehkan melaksanakan lelang sesuai dengan kebiasan-kebiasaannya  

tanpa melalui Kantor Lelang Negara. 

B. Kritik dan Saran 

Berkenaan dengan pembahasan dan kesimpulan di atas, maka penulis 

memberikan kritik dan saran sebagai berikut:  

1. Kritik dan Saran Untuk PT. Pegadaian (Persero) cabang Ngupasan 

Adapun kritik untuk PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ngupasan, yaitu: 

- Untuk hari pelaksanaan lelang sebaiknya tidak dilaksanakan pada 

hari jumat, karena hari jumat merupakan hari kegiatan aktivitas 

yang waktunya relatif singkat. Sehingga masyarakat kurang 

berminat untuk mengikuti pelelangan. 

- Kurangnya fasilitas sarana prasarana dalam pengumuman lelang, 

seperti tidak adanya papan pengumuman. Sehingga nasabah dan 

masyarakat tidak dapat mengetahui informasi-informasi di PT. 

Pegadaian (Persero) Cabang Ngupasan termasuk pengumuman 

lelang.      

- Spesifikasi barang jaminan yang dilelang harus dimuat dalam 

pengumuman lelang. Agar nasabah dan masyarakat mengetahui 

kondisi barang yang dilelang.   

Sedangkan saran bagi PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ngupasan, 

yaitu:  
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- Sebaiknya PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ngupasan harus 

meningkatkan pelayanan lebih baik lagi kepada nasabah serta 

meningkatkan kepercayaan nasabah. 

- Pemberitahuan lelang harus disebarluaskan lagi, supaya 

nasabahdan masyarakat dapat mengetahui pelaksanaan lelang yang 

akan diadakan. Karena masih banyak nasabah dan masyarakat 

umum yang tidak mengetahui adanya pelaksanaan lelang. 

- Sebaiknya pihak pegadaian melakukan sosialisasi mengenai semua 

produk-produknya supaya masyarakat lebih mengenal dan 

memahami  produk pegadaian. 

2. Kritik dan Saran Untuk Nasabah 

Kritik untuk nasabah PT. Pegadaian (Persero) cabang Ngupasan yaitu: 

- Nasabah saat mengisi Formulir Permintaan Kredit harus 

memberikan keterangan yang jelas sesuai dengan kartu identitas.  

- Sebelum menyetujui surat bukti kredit, nasabah harus teliti dalam 

membaca isi perjanjian baku mengenai ketentuan-ketentuan yang 

telah dibuat oleh PT. Pegadaian (Persero) cabang Ngupasan.       

Sedangan saran untuk nasabah, yaitu sebagai berikut:  

- Bagi pihak nasabah, sebaiknya nasabah harus teliti dalam membaca 

surat bukti kredit (SBK) dan harus memenuhi ketentuan pegadaian 

serta ketentuan yang tercantum dalam surat bukti kredit. 

- Sebelum menjaminkan barang, ada baiknya nasabah harus 

memperhitungkan jumlah pinjaman yang akan dipinjam sesuai 
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dengan kemampuan membayarnya. Supaya barang jaminan tidak 

sampai dilelang. 
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